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BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Penelitian 
Perkembangan perekonomian pada umumnya dan khususnya dalam 
bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan semakin 
banyak bermunculan variasi produk barang dan layanan jasa yang 
dipasarkan kepada konsumen di Indonesia bahkan arus kegiatan ekonomi 
dan perdagangan barang dan jasa saat ini semakin terbuka dan meluas 
melintasi batas-batas wilayah suatu negara sehingga barang dan atau jasa  
yang ditawarkan bervariasi baik produksi dalam negeri maupun luar negeri.
 Kemajuan dalam kegiatan perdagangan memberi dampak positif 
yaitu mempermudah hubungan antar manusia. Kondisi ini satu sisi 
memberikan keuntungan yang besar bagi konsumen karena konsumen 
menjadi memiliki banyak pilihan untuk mendapatkan barang dan jasa dalam 
rangka memenuhi kebutuhannya baik primer, sekunder, dan kebutuhan 
tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang dipenuhi  setelah 
kebutuhan utamanya yaitu kebutuhan primer dan sekunder telah terpenuhi 
contoh dari kebutuhan tersier adalah barang-barang elektronik. 
 Selain memberi dampak positif bagi konsumen,  kemajuan dalam 
kegiatan perdagangan juga memberi dampak bagi pelaku usaha. Pelaku 
usaha harus memiliki strategi pemasaran yang efektif untuk menambah 
minat konsumen. Pengertian pelaku usaha menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-
Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:  
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“Setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang 
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang 
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam 
wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri 
maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan 
kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi” 
 
Dapat disimpulkan bahwa tidak hanya dibatasi pabrikan saja namun 
juga bagi distributor dan jaringannya, serta termasuk para importir.1  Dalam 
definisi pelaku usaha yang dimaksudkan dalam Undang- Undang Nomor 8 
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (3) sama dengan 
cakupan yang diklaim oleh negara-negara Eropa khususnya Belanda, karena 
pelaku  usaha dapat berupa badan  hukum atau orang perorangan. Dalam 
Pasal 3 Directive Product Liability Directive (selanjutnya disebut Directive) 
sebagai pedoman bagi negara Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) 
mendefenisikan pelaku usaha atau produsen adalah: 
1. Produsen berarti pembuat produk akhir, produsen dari setiap 
bahan mentah, atau pembuat dari suatu suku cadang dan setiap 
orang yang memasang nama, merek atau suatu tanda pembedaan 
yang lain pada peroduk, mejadikan dirinya sebagai produsen 
2. Tanpa mengurangi tanggung gugat produsen, maka setiap orang 
yang mengimpor suatu produk untuk dijual, dipersewakan, atau 
untuk leasing, atau setiap bentuk pengedaran dalam usaha 
perdagangannya dalam Masyarakat Eropa, akan dipandang dalam 
 
1 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta, 
PT Gramedia Pustaka Utama, 2000, hlm.12. 
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arti produsen dalam arti Directive ini, dan akan bertanggung 
gugat sebagai produsen.               
3. Dalam hal suatu produsen tidak dikenal identitasnya, maka setiap 
leveransir atau supplier akan bertanggung gugat sebagai 
produsen, kecuali ia memberitahukan orang yang menderita 
kerugian dalam waktu yang tidak terlalu lama mengenai identitas 
produsen atau orang yang menyerahkan produk itu kepadanya. 
Hal yang sama akan berlaku dalam kasus barang atau produk 
yang diimpor, jika produk yang bersangkutan tidak menunjukan 
identitas importir sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), 
sekalipun nama produsen dicantumkan. 
Strategi memperdagangkan barang yang digunakan pelaku usaha 
ada bermacam-macam jenisnya. Strategi yang tidak bertanggung jawab pun 
kerap digunakan oleh pelaku usaha yang berujung merugikan konsumen 
berdasarkan kondisi bahwa sudah banyak terjadi kasus yang merugikan 
konsumen, upaya pemberdayaan konsumen menjadi sangat penting. 
Pemberdayaan konsumen akan sulit terwujud jika mengharapkan kesadaran 
pelaku usaha terlebih dahulu dikarenakan pelaku usaha dalam menjalankan 
usahanya menggunakan prinsip ekonomi, yaitu mendapatkan keuntungan 
yang sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya sehingga sangat 
mungkin konsumen akan dirugikan baik secara langsung maupun tidak 
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langsung.2 Konsep tanggung jawab hukum merupakan bagian dan konsep 
kewajiban hukum. Selain mengemban kewajiban yang harus dilaksanakan 
terhadap konsumen, pelaku usaha juga mengemban tanggung jawab 
terhadap konsumen yang menggunakan dan memanfaatkan barang dan atau 
jasa yang dijual.       
 Tanggung jawab yang diemban pelaku usaha adalah tanggung jawab 
untuk memberikan ganti kerugian, pencemaran dan atau kerugian yang 
diderita oleh konsumen sebagai akibat dari mengonsumsi barang dan atau 
jasa yang dihasilkan atau diperagangkan.3    
 Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas 
kerusakan dan kerugian konsumen atas barang dan jasa yang dihasilkan atau 
diperdagangkan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen diharapkan 
dapat mendorong pelaku usaha untuk tetap menjamin kelangsungan usaha 
produksi barang dan/jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan 
keselamatan konsumen. Pelaku usaha yang mengabaikan atau melanggar 
ketentuan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang yang berlaku ditindak 
sebagaimana hukum yang berlaku. Kewajiban dan hak merupakan antinomi 
dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak 
konsumen.4        
 Beberapa kewajiban yang kerap dilanggar oleh pelaku usaha yaitu 
kewajiban dalam menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi dan atau 
 
2Ibid. 
3Ahmad Miru dan Yudo Sutarman, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo 
Persada, Cetakan ke I, Jakarta 2004, hlm.68. 
4 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta, Grasindo, 2000, hlm.18. 
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diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan  jasa yang 
berlaku dan kewajiban untuk memberi jaminan dan garansi atas barang yang 
dibuat atau diperdagangkan.  Di dalam Pasal 25 UUPK, diatur ketentuan 
mengenai jaminan atau garansi yang berisi :    
 Pasal 25 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen  
“Pelaku usaha yang memproduksi barang yang 
pemanfaatannya  berkelanjutan dalam batas waktu 
sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku 
cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi 
jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.” 
Pasal 25 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen  
“Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan 
konsumen apabila pelaku usaha tersebut: 
a. tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang 
dan/atau fasilitas perbaikan; 
b. tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi 
yang diperjanjikan. Selain mengabaikan kewajiban-
kewajiban mereka sebagai pelaku usaha, pelaku usaha juga 
mengabaikan hak-hak konsumen yang tentunya 
menimbulkan potensi kerugian bagi pihak konsumen. 
Konsumen sering menjadi objek aktivitas bisnis untuk 
meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku 
usaha dengan memanfaatkan ketidaktahuan konsumen 
terhadap hak-hak yang dimilikinya sehingga merugikan 
konsumen itu sendiri.” 
 
Dilihat dari substansi Pasal berikut di atas maka dapat ditarik sebuah 
kesimpulan bahwa kewajiban menyediakan fasilitas suku cadang atau purna 
jual yang dimaksud tidak ditentukan ada atau tidaknya ditentukan dalam 
perjanjian. Artinya, meskipun para pihak tidak menentukan hal ini dalam 
perjanjian mereka, konsumen tetap memiliki hak menuntut ganti rugi 
kepada pelaku usaha yang bersangkutan berdasarkan perbuatan melanggar 
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hukum.  Garansi adalah keterangan dari suatu produk bahwa pihak pelaku 
usaha menjamin produk tersebut bebas dari kesalahan dan kegagalan bahan 
dalam jangka waktu tetentu.5 Mengingat pentingnya kartu jaminan atau 
garansi purna jual itu dan untuk melengkapi UUPK maka dikeluarkanlah 
Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdaganagn Republik Indonesia 
No.54/MPP/Kep/7/2002 tentang Pedoman Pendaftaran Petunjuk 
Penggunaan (Manual) Dan Kartu Jaminan/Garansi Dalam Bahasa Indonesia 
Bagi Produk Teknologi Informasi Dan Elektronika. Keputusan ini 
kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik 
Indonesia No 19/M-Dag/Per/5/2009 Tentang Pendaftaran Petunjuk 
Penggunaan (Manual) Dan Kartu Jaminan Atau Garansi Purna Jual Dalam 
Bahasa Indonesia Baik Produk Telematika Dan Elektronika. 
 Peraturan tersebut mewajibkan agar produk telematika dan 
elektronika yang di pasarkan di Indonesia menyertakan kartu jaminan atau 
garansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri 
Perdagangan Republik Indonesia No 19/M-Dag/Per/5/2009 yang isinya 
berupa :  
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 19/M-
Dag/Per/5/2009 Pasal 2 ayat(1) yaitu: 
“Setiap produk telematika dan elektronika yang diproduksi 
dan/atau diimpor untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri 
wajib dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan kartu 
jaminan dalam Bahasa Indonesia.” 
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 19/M-
Dag/Per/5/2009 Pasal 2 ayat (2) yaitu: 
 
5 Wikipedia Indonesia, Garansi, (http://id.wikipedia.org/wiki/garansi), diakses pada 
tanggal 15 Desember 2018, 16.00 WIB. 
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“Kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat disandingkan dengan bahasa 
asing sesuai kebutuhan.” 
Di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 
19/M-Dag/Per/5/2009 juga dijelaskan ada 45 produk telematika dan 
elektronika yang wajib dilengkapi petunjuk dan penggunaan (manual) dan 
kartu jaminan atau garansi purna jual dalam Bahasa Indonesia, yaitu: 
Alat Perekam atau Reproduksi Gambar dan Suara (VCD, 
DVD, dan VCR Player); Amplifier; Amphitheater; Rumahan 
(Home Theater Amplifier); Cakram Optik Isi; Cakram Optik 
Kosong; Dispenser (Water Dispenser); Faksimili (Facsimile); 
Freezer Rumahan (Home Freezer); Kalkulator; Kamera; 
Kamera Perekam (Camcorder); Kipas Angin; Lemari Es 
(Refrigerator); Mesin Cuci (Washing Machine); Mesin 
Pengatur Suhu Udara (AC); Mikrofon (Microphone); Monitor 
Komputer Organ/Keyboard Elektrik; Mesin Pelumat 
(Blender); Pemanas Air (Water Heater); Pemanas Nasi (Magic 
Jar); Mesin Pemanggang (Toaster); Pencampur (Mixer); 
Mesin Pencetak (Printer); Mesin Fotokopi (Photo Copy); 
Mesin Multifungsi Pengejus (Juicer); Pengeras Suara 
Pengering (Dryer); Pengering Rambut (Hair Dryer); 
Penghisap Debu (Vacuum Cleaner); Pesawat Televisi; Piano 
Elektrik; Pompa Air Listrik untuk Rumah Tangga (Water 
Pump); Radio Cassette/Mini Compo; Tape Mobil;Set Top Box; 
Setrika Listrik; Telepon Nirkabel; Telepon Seluler (Cellular 
Telephone); Tudung Hisap (Cooker Hood); Tungku/Oven 
Untuk Rumah Tangga; Tungku Gelombang Mikro 
(Microwave Oven); Tungku Pemanggang (Oven Toaster); 
Kompor Gas. 
Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia. 
Sebagian besar masyarakat Indonesia menggunakan bahasa Indonesia 
dalam kehidupan sehari hari, sehingga konsumen Indonesia lebih mengerti 
bahasa Indonesia dibanding dengan bahasa asing lainnya.   
 Bila manual dicantumkan selain Bahasa Indonesia, terdapat 
kemungkinan terjadi kesalahpengertian atau ketidakmengertian masyarakat 
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Indonesia terhadap manual berbahasa asing tersebut  mengenai cara 
penggunaan dari produk yang akan mengakibatkan kesalahan pada 
pengoperasian dan menyebabkan kerusakan sehingga tidak adanya manual 
Bahasa Indonesia, tentu saja merugikan konsumen.   
 Setiap konsumen maupun pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban 
masing-masing. Salah satu kewajiban konsumen telah dijelaskan dalam 
Pasal 5 UUPK sub (a) yaitu membaca atau mengikuti petunjuk informasi 
dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa, demi keamanan 
dan keselamatan.       
 UUPK mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku 
usaha, salah satunya ada pada Pasal 8 sub (i) UUPK yakni tidak 
mencantumkan informasi atau petunjuk penggunaaan barang dalam Bahasa 
Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
 Dalam Pasal 8 ayat (4) UUPK juga disebutkan bahwa pelaku usaha 
yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan (2) dilarang 
memperdagangkan barang dan jasa tersebut dan wajib menariknya dari 
peredaran. Tetapi pada kenyataannya sampai saat ini masih sangat banyak 
beredar produk-produk yang tidak sesuai dengan Ketentuan Wajib 
Menggunakan Petunjuk Manual (penggunaan barang) dalam bahasa 
Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik 
Indonesia No.19/M-Dag/Per/5/2009 dan Peraturan Menteri Perdagangan 
No.62/ M-Dag/Per/12/2009 sebagaimana diubah menjadi Peraturan Menteri 
Perdagangan Republik Indonesia No.22/M/Dag/Per/2010 di pasaran 
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Indonesia, sehingga dikhawatirkan jika keadaan ini terus berlanjut akan 
mendatangkan kerugian yang besar terhadap konsumen.  
 Pada saat ini di pasaran Indonesia banyak beredar barang-barang 
elektronik yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri 
Perdagangan Republik Indonesia No.19/M-DAG/Per/5/2009 Tentang 
Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) Dan Kartu Jaminan/Garansi 
Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Dalam Produk Telematika Dan 
Elektronika yang menyebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa :  
 “Setiap produk telematika dan elektronika yang diproduksi dan/atau 
impor untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri wajib dilengkapi dengan 
petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dalam bahasa Indonesia.”  
 Permasalahan jaminan yang sering disebut garansi pun merupakan 
salah satu masalah di bidang perlindungan konsumen yang wajib ditangani 
oleh pemerintah. Direktur Jenderal Standardisasi Dan Perlindungan 
Konsumen, mengatakan bahwa dari kegiatan pengawasan pasar, telah 
dihasilkan 972 temuan. Temuan terbesar adalah pelanggaran terhadap 
ketentuan label, disusul SNI wajib, serta buku manual dan kartu garansi. 
Sebanyak 74% temuan berasal dari produk impor dan sisanya berasal dari 
produk dalam negeri.6       
 Hal ini jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku 
karena sejalan dengan yang tertera pada Pasal 8 sub (j) UUPK yakni tidak 
 
6 Kemendag Ajak Pelaku Usaha Peduli Konsumen (http://ditjenspk.kemendag.go.id) 
diakses pada tanggal 17 Desember 2018, 13.55 WIB. 
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mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaaan barang dalam 
Bahasa Inonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku.       
 Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis  tertarik melakukan 
penelitian hukum dalam bentuk skripsi yang berjudul Tanggung Jawab 
Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Pencantuman Manual Dan Kartu 
Garansi Dalam Bahasa Indonesia Pada Produk Telematika Dan 
Elektronika Impor Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 
1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Permendag No. 19/M-
Dag/Per5/2009.  
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, 
maka peneliti hendak membahas beberapa permasalahan, antara lain:  
1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha yang tidak melaksanakan 
kewajiban pencantuman buku manual dan kartu garansi dalam bahasa 
Indonesia yang menimbulkan kerugian bagi konsumen? 
2. Apa saja bentuk-bentuk kerugian yang diderita konsumen akibat tidak 
dilaksanakannya pencantuman buku manual dan kartu garansi dalam 
bahasa Indonesia? 
3.  Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani 
peredaran produk telematika dan elektronika impor yang tidak disertai 
dengan buku manual dan kartu garansi purna jual dalam Bahasa 
Indonesia? 
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C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka peneliti 
mengharapkan dapat mencapai tujuan yaitu:  
1. Untuk mengkaji dan menganalisis tanggung jawab pelaku usaha yang 
tidak melaksanakan kewajiban pencantuman buku manual dan kartu 
garansi dalam Bahasa Indonesia yang menimbulkan kerugian bagi 
konsumen.  
2. Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk-bentuk kerugian yang diderita 
konsumen akibat tidak dilaksanakannya pencantuman buku manual dan 
kartu garansi dalam Bahasa Indonesia. 
3. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh pemerintah 
dalam menangani peredaran produk telematika dan elektronika impor 
yang tidak disertai dengan buku manual dan kartu garansi purna jual 
dalam Bahasa Indonesia. 
D. Kegunaan Penelitian 
Dengan tujuan penelitian sebagaimana telah disebutkan di atas, 
maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Secara Teoretis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan positif serta dapat 
memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, 
khususnya hukum perlindungan konsumen yang terkait dengan kerugian 
konsumen yang disebabkan oleh pelanggaran terhadap Undang-Undang 
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Perlindungan Konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam 
melakukan usaha. 
2. Secara Praktis 
a. Pelaku Usaha 
Manfaat  penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 
pelaku usaha agar tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang 
berlaku di Indonesia dalam melakukan kegiatan usaha yang merugikan 
konsumen dan tetap berpegang teguh agar dapat melaksanakan kegiatan 
usaha secara sehat.  
b. Masyarakat 
Penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan bagi konsumen 
mengenai betapa pentingnya pengetahuan kartu manual dan garansi 
purna jual bagi suatu produk, khususnya produk telematika dan 
elektronika impor sehingga lebih berhati-hati dalam memilih barang 
yang dikonsumsi agar terhindar dari segala sesuatu yang merugikan 
konsumen. 
c. Pemerintah 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan 
kepada pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen sehingga dapat 
ditempuh suatu kebijakan bagi upaya perlindungan konsumen utamanya 
mengenai perlindungan konsumen terhadap peredaran produk telematika 
dan elektronika impor yang tidak disertai dengan kartu jaminan atau 
garansi purna jual dalam Bahasa Indonesia.  
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E. Kerangka Pemikiran 
Hukum terdapat di seluruh dunia, di mana terdapat pergaulan hidup 
manusia.7  Indonesia adalah negara hukum, pernyataan tersebut tercantum 
dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut 
UUD 1945). Oleh karena itu, segala hal-hal yang berkenaan dengan sendi-
sendi kehidupan harus berdasarkan hukum, termasuk di dalamnya 
kehidupan perekonomian yang diatur dalam hukum positif yang berlaku di 
Indonesia. Oleh karena itu struktur formal kaidah-kaidah hukum yang 
berlaku dan asas-asas yang mendasarinya pada gilirannya didasarkan atas 
UUD 1945 dan dijiwai oleh Falsafah Pancasila.8 
Tujuan dan fungsi hukum Indonesia itu bukanlah sekedar 
memelihara ketertiban, keamanan dan stabilisasi masyarakat dalam arti to 
keep the peace at all events and at any price, akan tetapi lebih diarahkan 
pada cita-cita untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik 
dalam arti masyarakat sebagai satu maupun untuk sebagaimana didalilkan 
oleh Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.9    
Salah satu tujuan hukum  adalah untuk menciptakan kepastian 
hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam setiap subjek sehingga 
ketertiban hukum, tentulah memiliki kepentingan masing-masing sehingga 
hukum dalam hal ini bertindak sebagai kompas yang mengarahkan tingkah 
 
7 Van Apeldoom, Pengantar lmu Hukum, Cetakan ke-20, Jakarta, PradnyaParamita, 1983, 
hlm. 19. 
8Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Ilimu Hukum, Bandung, PT Atumni, 2009,hlm. 
121. 
9CFG. Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Bandung, Bina 
Cipta, 1998, hlm. 17. 
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laku agar kepentingan tersebut tidak saling bertentangan. Hukum menjadi 
semakin penting bagi negara untuk memodifikasi struktur tingkah laku yang 
ditentukan oleh pola ekonomi pasar.10  
Hakikat pembangunan nasional di Indonesia, yaitu pembangunan 
manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya, 
pembangunan dilaksanakan secara merata di seluruh tanah air, bukan hanya 
untuk satu atau dua golongan saja, bukan hanya untuk satu dua daerah saja.11 
Perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan 
terpenuhinya hak konsumen di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang ini 
disepakati  pada tanggal 30 Maret 1999 oleh DPR disahkan pada tanggal 20 
April 1999 oleh Presiden RI dan dinyatakan baru berlaku efektif satu tahun 
setelah diundangkan.12 
Berikut adalah beberapa alasan mengapa konsumen harus 
dililindungi antara lain :13 
1. Melindungi konsumen sama artinya dengan melindungi seluruh 
bangsa sebagimana yang diamanatkan oleh tujuan pembangunan 
nasional menurut Pembukaan UUD 1945;  
 
10 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Cetakan ke-6, Jakarta, Kencana Prenada 
Media Grup, hlm. 135-136. 
11 Neni Sri Imayani, Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi, 
Yogyakarta, Graha Ilmu, 2009, hlm. 30. 
12 A Z Nasution, Hukum Perindungan Konsumen, Suatu Pengantar, Jakarta, Daya Widya, 
1999, hlm. 30. 
13Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung, PT Citra 
Aditya Bakti, 2010, hlm. 6. 
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2. Melindungi konsumen perlu untuk menghindarkan konsumen dari 
dampak negatif penggunaan teknologi; 
3. Melindungi konsumen perlu untuk melahirkan manusia yang 
sehat rohani dan jasmani sebagai pelaku-pelaku pembangunan 
yang juga untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional;  
4. Melindungi konsumen perlu untuk menjamin sumber dana 
pembangunan yang bersumber dari masyarakat atau konsumen. 
Perlindungan konsumen menurut Pasal 1 ayat (1) UUPK yakni 
Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi 
perlindungan terhadap konsumen.     
 Kalimat yang menyatakan "segala upaya yang menjamin adanya 
kepastian hukum” diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan 
sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi perlindungan 
konsumen.14 
Pengertian konsumen dan pelaku usaha sangat penting untuk 
diketahui sebelum membahas lebih lanjut mengenai perlindungan 
konsumen. Konsumen pada umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir 
dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap 
orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk 
diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.15 
 
14 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta. 
15 Janus Sidabalok. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung. Citra Aditya 
Bakti, 2010, hlm. 17. 
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Selain mengetahui kedua definisi dua komponen terpenting tersebut,  
perlu diketahui pula beberapa hak yang dimiliki oleh konsumen yang 
dijelaskan dalam BAB III Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
Tentang Perlindungan Konsumen pada ayat 1, 3, dan 8 tepatnya Hak yang 
berisi: 
1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 
mengkonsumsi barang dan jasa; 
3.  Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi 
jaminan barang dan jasa; 
8.   Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau dalam 
penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak 
sesuai dengan perjanjan atau tidak sebagaimana mestinya. 
Pada Pasal 7 huruf (a) UUPK menyebutkan pelaku usaha 
berkewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.  
Pasal 8 huruf (j) UUPK disebutkan bahwa:  
"Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau 
memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak 
mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan 
barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku." 
DalamPasal 62 ayat (1) UUPK disebutkan:  
 
"Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 dst dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 
(lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 
(dua milyar rupiah)." 
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Bentuk pelanggaran yang umum dilakukan oleh pelaku usaha dalam 
memperdagangkan barang atau jasanya adalah tidak mencantumkan 
informasi atau petunjuk penggunaan barang serta garansi purna jual dalam 
Bahasa Indonesia. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberi 
informasi yang memadai dalam produknya. Informasi ini berhubungan 
dengan keamanan suatu produk berupa pemberian label produk, cara 
penggunaan, peringatan atas risiko atau hal lainnya, sehingga pelaku usaha 
pembuat dan penyuplai dapat memberikan jaminan bahwa produk-produk 
mereka itu dapat dipergunakan sebagaimana dimaksudkan. Berdasarkan 
uraian tersebut terlihat jelas bahwa kenyamanan dan keamanan tentang 
suatu informasi adalah hal yang sengat penting dalam perlindungan 
konsumen.16  
Hal ini membuat jelasnya bahwa disertakannya kartu petunjuk serta 
garansi puna jual di produk yang dipasarkan di Indonesia adalah wajib. 
Begitupun dalam  Permendag No. 19/ M-DAG/PER5/2009 mengatur  
bahwa setiap produk telematika dan elektronika yang diproduksi dan/atau 
diimpor untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri wajib dilengkapi 
dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dalam Bahasa Indonesia. 
Perusahaan yang akan memasarkan barang atau jasa secara legal 
harus mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang serta 
garansi purna jual dalam bahasa Indonesia. Hal ini dilakukan agar 
konsumen benar-benar mengerti cara pemakaian produk tersebut dan 
 
16 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op.Cit., hlm. 51. 
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menghindari adanya kesalahan operasi pada produk yang dibeli atau 
digunakan oleh konsumen mengingat warga Indonesia menggunakan 
bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Bagi pelaku usaha yang 
memasarkan barang atau jasa di Indonesia tanpa informasi atau petunjuk 
penggunaan barang serta Perusahaan Indonesia garansi purna jual dalam 
Bahasa Indonesia, akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) 
UUPK karena merupakan pelanggaran terhadap Pasal 8 huruf (h) dari UU 
tersebut. 
Tingkat kesadaran hukum konsumen yang kurang merupakan faktor 
kelemahan yang utama dari konsumen. Hal itu tidak terlepas kaitannya 
dengan tingkat pendidikan sebagian konsumen di Indonesia yang relatif 
rendah. Oleh karena itu, UUPK diharapkan dapat mendidik masyarakat 
Indonesia untuk lebih menyadari akan segala  hak-hak dan kewajiban- 
kewajibannya yang dimiliki terhadap pelaku usaha dan juga mendorong 
para pelaku usaha kedalam iklim persaingan yang sehat dalam penyediaan 
barang atau jasa. 
Sudah sepatutnya pelaku usaha bertanggung jawab apabila terjadi 
kesalahan pengoperasian produk yang diakibatkan karena tidak 
dicantumkannya informasi atau petunjuk penggunaan barang serta garansi 
purna jual dalam Bahasa Indonesia. 
Pertanggungjawaban produk sebagai sebuah ketentuan hukum yang 
relative baru, adalah pertanggungjawaban perdata dari pelaku usaha (dapat 
termasuk pihak lain dalam mata rantai distribusi) untuk mengganti kerugian 
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kepada pihak tertentu (dapat pembeli dan pemakai), atas kerusakan benda, 
cedera, dan/atau kematian sebagai akibat menggunakan produk yang 
dihasilkan oleh produsen tersebut.17 
Pertanggungjawaban produk tersebut didasarkan pada Perbuatan 
Melawan Hukum (tortius liability). Jadi Product liability dalam hal tidak 
terdapat hubungan perjanjian (no privity of contract) antara pelaku usaha 
dengan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada product 
liability atau pertanggungjawaban produk. 
Adapun mengenai tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Pasal 
19 sampai Pasal 28 UUPK. Konsep tanggung jawab hukum merupakan 
bagian dari konsep kewajiban hukum. Prinsip tentang tanggung jawab 
merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum perlindungan 
konsumen.  Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan 
kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan 
seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak 
terkait.18 Setiap kerugian yang diderita oleh konsumen, dituntut suatu 
tanggung jawab dari pelaku usaha. Tuntutan ganti rugi atas kerugian yang 
dialami oleh konsumen sebagai akibat penggunaan produk, baik yang 
berupa kerugian materi, fisik maupun jiwa, dapat didasarkan pada beberapa 
ketentuan, yang secara garis besar hanya ada dua kategori, yaitu tuntutan 
 
17Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2000 
hlm.227. 
18Edmon Makarim, dkk, Pegantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian, Badan 
Penerbit FHUI, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 365-366. 
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ganti kerugian yang berdasarkan wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian 
berdasarkan perbuatan melawan hukum.19 
Dalam kasus ini tuntutan ganti rugi yang dialami konsumen adalah 
berdasarkan perbuatan melawan hukum. Tuntutan ganti kerugian yang 
didasarkan pada perbuatan melanggar  hukum tidak perlu didahului dengan 
perjanjian antara pelaku usaha dengan kosnumen, sehingga tuntutan ganti 
kerugian dapat dilakukan oleh setiap pihak yang merasa dirugikan, 
walaupun tidak pernah terdapat hubungan perjanjian sebelumnya antara 
pelaku usaha dengan konsumen. 
Suatu hal dikatakan perbuatan melawan hukum bila memenuhi 
unsur-unsur yang ada dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu:  
1. Adanya suatu perbuatan; 
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;  
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku; 
4. Adanya kerugian bagi korban dan 
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian 
Dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen, khususnya 
menentukan tanggung jawab produsen kepada konsumen yang menderita 
kerugian karena produk cacat, maka konsumen sebagai penggugat harus 
dapat membuktikan adanya suatu perbuatan yang sedemikian rupa 
bentuknya sehingga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan 
hukum. Artinya, harus dapat ditunjukkan bahwa perbuatan produsen adalah 
 
19 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op. Cit., hlm. 127. 
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perbuatan melanggar hukum, baik itu berupa pelanggaran terhadap hak-hak 
konsumen, atau produsen telah melakukan perbuatan yang bertentangan 
dengan kewajiban hukumnya sendiri, melanggar kesusilaan, ataupun telah 
melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatuhan dalam pergaulan 
hidup masyarakat dalam menjalankan usahanya, khususnya kepatuhan 
dalam hal berpdroduksi dan mengedarkan produknya. 
Tanggung jawab pelaku usaha dalam hal perbuatan melawan hukum 
menurut Pasal 1365 KUH Perdata,tiap-tiap perbuatan melawan hukum, 
yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena 
salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Kemudian 
pada Pasal 1367 KUH Perdata diatur mengenai pertanggungjawaban khusus 
sehubungan dengan perbuatan melawan hukum. 
Menurut ajaran luas dari perbuatan melawan hukum tercakup 
pengertian perbuatan aktif, dan pasif sehingga bertentangan dengan hukum 
dalam artian luas. Menurut ajaran dan teori kesalahan, kewajiban ada karena 
adanya kesalahan. Kesalahan selalu ada meskipun dalam ketentuan unsur 
itu tidak ada namun harus dipersangkakan ada.20 Kesalahan disini diartikan 
luas, yang meliputi kesengajaan (opzet), dan kekuranghati-hatian 
(negligence). Kekuranghati-hatian mempersoalkan masalah kelalaian, lalai 
mengambil tindakan yang sepatutnya sehingga timbul akibat yang tidak 
dikehendaki.  
 
20J.M Van Dunne dan Gregor v.d Brught, 1987, Perbuatan Melawan Hukum, terjemahan 
L.S Pusponegoro, Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Indonesia Belanda, hlm. 29 
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Pemerintah memegang peranan penting dalam hukum perlindungan 
konsumen. Peranan terpenting yang dimiliki pemerintah adalah kemampuan 
untuk memberi izin sesuai kewenangan untuk mengawasi, membina dan 
mencabut izin sesuai dengan ketentuan apabila terbukti melanggar 
ketentuan undang-undang atau merugikan kepentingan umum atau 
konsumen.21 
Mengenai kewenangan pemerintah dalam hal membina terdapat 
dalam Pasal 29 UUPK. Di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa 
pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan 
perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan 
pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha, 
tanggung jawab ini dilaksanakan oleh Menteri atau menteri teknis terkait.  
Selain melakukan pembinaan, pemerintah juga bertugas untuk 
melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen 
serta penerapan peraturan  perundang-undangan. Tugas ini juga 
diamanatkan kepada masyarakat dan lembaga Perlindungan Konsumen 
Swadaya Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 UUPK. 
Pemerintah, dalam hal ini kementerian perdagangan memiliki 
kebijakan tugas pokok untuk merumuskan serta melaksanakan dan 
standardisasi teknis di bidang perdagangan dalam negeri.22 Kementerian 
Perdagangan memiliki kewajiban untuk menegakkan perlindungan 
 
21 Sri Redjeki Hartono, Kapita Selekta Hukum Ekonomi, Bandung, Mandar Maju, 2000, 
hlm. 84. 
22 Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeni (http//www 
kemendag.go.id), diakses pada tanggal 8 Februari 2015, 19.00 WIB. 
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konsumen  dan menciptakan persaingan usaha industri yang sehat di dalam 
negeri yang pada akhirnya diharapkan akan mendorong perkembangan 
ekonomi nasional yang didukung dengan tumbuhnya industri yang kuat. 
F. Metode Penelitian 
Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan 
pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan 
menganalisisnya. Kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang 
mendalam terhadap fakta hukum tersebutuntuk kemudian mengusahakan 
suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam 
gejala yang bersangkutan.23 Metode Penelitian yang digunakan dalam 
penyusunan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 
1.   Spesifikasi Penelitian 
Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, 
yaitu memberikan paparan secara sistematis dan logis, serta kemudian  
menganalisisnya, dalam rangka mengkaji bahan-bahan dari 
kepustakaan danperundang-undangan yang berlaku di Indonesia 
dikaitkan dengan teori- teori hukum yang menyangkut permasalahan 
yang dihadapi untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta 
secara sistematis, faktual, logis dan memiliki landasan pemikiran 
 
23 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuj, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan 
Singkat), Jakarta, Rajawali Pers, 2001, hlm. 13-14. 
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yangjelas.24 Ketentuan-ketentuan yang dimaksud adalah Undang-
Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 
2. Metode Pendekatan      
 Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan 
penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif atau 
penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum doktrinal 
yang dapat diartikan sebagai penelitian hukum dengan cara 
meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pada penelitian 
hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang 
digolongkan sebagai data sekunder yang ada dalam setiap 
keadaan siap terbit, bentuk dan isinya telah disusun peneliti-
peneliti terdahulu dan dapat diperolehtanpa terikat waktu dan 
tempat.25 Penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan 
terhadap norma-norma hukum yangmenjadi patokan-patokan 
untuk bertingkah laku yang terdapat dalam bahan hukum primer 
dan bahan hukum sekunder. Peneliti akan mengkaji dan menguji 
ketentuan hukum yang berkaitan dengan masalah tanggung 
jawab pelaku usaha dengan cara menghubungkan Undang-
Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan 
data sekunder lainnya. 
 
 
24Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, 
hlm. 11. 
25 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1984, hlm. 10. 
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3.    Tahap penelitian 
Adapun tahap penelitiannya sebagai berikut: 
a. Studi Kepustakaan (library research) 
Penelitian kepustakaan (library research), yakni dengan mengkaji 
berbagai peraturan perundang-undangan atau literature yang 
berhubungan dengan pemasalahan penelitian guna mendapatkan 
bahan hukum: 
1). Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan 
mengikat seperti norma dasar maupun peraturan perundang- 
undangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu: 
a) Undang- Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 (empat) 
b)  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen 
d) Peraturan Menteri Perdagangan No. 19/M-Dag/Per/5/2009 
Tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan Manual dan 
Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia 
Bagi Produk Telematika Dan Elektronika Impor. 
2). Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan 
penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang 
dimaksud disini tidak mengikat, yang terdiri dari buku-buku, 
makalah, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan 
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penelitian ini.26 
3). Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan penunjang yang 
memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder yang sifatnya melengkapi kedua bahan 
hukum diatas, terdiri dari kamus hukum, kamus besar bahasa 
Indonesia, kamus besar bahasa Inggris, dan Ensiklopedia.27 
b. Studi lapangan  
Studi lapangan menurut Soerjono Soekanto yaitu:28 
“Suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan 
mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-
keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan 
yang berlaku.” 
Selain dengan menggunakan studi kepustakaan (library 
research), dalam penelitian ini penulis juga menggunakan 
studi atau penelitian lapangan yang terdiri atas kasus posisi, 
tabel, dan wawancara.  
 Penelitian ini dimaksudkan untuk mendukung data sekunder yang 
dilakukan kepada pihak yang berkompeten yang berkaitan dengan 
masalah yang dibahas. 
Peneliti melaksanakan penelitian ke lapangan untuk mendapatkan 
 
26Ibid.  
27Ibid. 
28Soerjono soekanto, Penelitian Hukum Normatif “ Suatu Tinjauan Singkat “, Rajawali 
pers, Jakarta, 2006, hlm. 11. 
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keterangan-keterangan tentang tanggung pelaku usaha terhadap 
kewajiban pencantuman manual dan kartu garansi dalam bahasa 
Indonesia pada produk telematika dan elektonika impor. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Penelitian ini, akan diteliti mengenai data sekunder dan data 
primer. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan 
dalam melaksanakan penelitia nini, yaitu studi kepustakaan dan studi 
lapangan : 
a. Studi kepustakaan, dilakukan dengan cara mengkaji data 
sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang 
berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. 
Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh 
bahan hukum primer seperti peraturan perundang-
undangan, maupun bahan hukum sekunder seperti buku, 
koran. 
b. Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data-data 
dengan melakukan wawancara untuk memperoleh 
keterangan yang akan mendukung terhadap penelitian. 
Wawancara tidak terstruktur yang merupakan proses 
interaksi dan komunikasi dimana hasil dari studi 
lapangan tersebut digunakan sebagai pelengkap data 
primer serta memperdalam penafsiran dan pembahasan 
terhadap data yang yang telah tersedia. 
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5. Alat Pengumpul Data      
 Alat pengumpul data sangat tergantung kepada teknik 
pengumpulan data. Dalam hal ini yang digunakan adalah, dilakukan 
dengan cara : 
a. Data kepustakaan yaitu studi dokumen dengan cara 
mempelajari materi-materi berupa catatan-catatan, 
literatur, catatan perundang-undangan, dengan 
menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan- bahan 
yang diperlukan kedalam buku catatan, kemudian alat 
elektronik (laptop) untuk mengetik dan menyusun 
bahan-bahan yang telah diperoleh. 
b. Data Lapangan yaitu teknik pengumpulan data yang 
dilakukan dengan cara mencari data berkaitan dengan 
identifikasi masalah serta melakukan wawancara dengan 
pihak-pihak yang berkompeten terhadap masalah yang 
akan diteliti yakni mengenai tanggung jawab pelaku 
usaha dalam pencantuman manual dan kartu garansi 
dalam Bahasa Indonesia. 
6.  Analisis Data 
Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka data-
data yang diperoleh untuk penulisan hukum ini selanjutnya akan 
dianalisis dengan menggunakan juga analisis Yuridis-Kualitatif. 
Analisis data secara yuridis-kualitatif mengenai Tanggung Jawab 
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Pelaku Usaha Yang Tidak Mencantumkan Kartu Manual Dan Garansi 
Dalam Bahasa Indonesia Dalam Produk Telematika Dan Elektronika 
Impor. 
Menurut Ronny Hantijo Soemitro yang dimaksud dengan 
analisis Yuridis-Kualitatif adalah :29 
“Analisis data secara Yuridis-Kualitatif adalah cara penelitian 
yang dihasilkan dari data Deskriptif-Analitis yaitu dinyatakan 
oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang 
nyata, yang teliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh tanpa 
harus menggunakan rumus matematika”. 
Analisis data ini dilakukan menggunakan metode analisis 
yuridis kualitatif yakni data dianalisis dengan cara melakukan 
interpretasi atas peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum 
positif. 
7.  Lokasi Penelitian 
Penelitian untuk melakukan penulisan hukum ini berlokasi di 
tempat-tempat yang berkaitan dengan permasalahan. Lokasi penelitian 
dibagi menjadi dua, yaitu : 
a. Studi Kepustakaan 
1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan 
Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung; 
2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Universitas 
 
29Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia 
Indonesia, Jakarta 1990, hlm. 93. 
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Padjajaran Bandung, Jalan Dipati Ukur Nomor 35 
Bandung; 
3) Bapusipda Provinsi Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta 
Nomor 629 Bandung. 
b. Studi Lapangan 
1) Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) 
Jl. M.I Ridwan Rais No.5 Jakarta Pusat 
2) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 
Jl. Matraman No.17 Bandung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
